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Persoalan pokok dalam tesisini yang berjudul, "Hakekat [Imu Pemerintahan" ialah adanya ketidakjelasan
mengenai obyek dan kedudukan Ilmu Pemerintahan terhadap ilmu-ilmu yang lain, khususnya llmu Politik.
Peranan Filsafat menjadi penting, karena melalui kgjian filsafat dan kritik filsafat dapat diketahui apayang
menjadi kelemahan ilmu dan sekaligus diketahui pula caranya untuk memperkuat landasan ilmiahnya.

Teori Pertumbuhan Pengetahuan dari Karl Popper, yang menyatakan bahwa pengetahuan bertolak dari
problem dan ilmu bertolak hanya dengan problem menjadi relevant dalam penulisan tesisini. Ilmu
pemerintahan oleh sejumlah sarjana llmu Politik, dipersoalkan mengenai ada atau tidaknyailmu tersebut.
Jadi 1lmu Pemerintahan menghadapi problem utamanya, yaitu tentang keberadaannya. Polemik terhadap
IImu Pemerintahan telah berlangsung lama dan menahun. Bagi Karl Popper problem tersebut sangat
menguntungkan bagi ilmu yang bersangkutan. Karena bertolak dari "Teori Pertumbuhan Pengetahuan”,
problem yang dialami oleh Ilmu Pemerintahan harus menjadi pendorong terhadap tumbuhnya upaya-upaya
untuk mempertahankan dan memperkuat landasan ilmiahnya.

Daam penulisan tesisini, dikemukakan 2 anggapan dasar:

1. Jika llmu Pemerintahan dapat dibedakan antara obyek materia dan obyek formanya, maka sebagai disiplin
limu Pemerintahan menjadi tegas dan jelas untuk dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya.

2. Jikallmu Pemerintahan dapat dikondisikan untuk dapat mengikuti prosedur metode problem solving,
maka sebagai sebuah ilmu dapat tumbuh dan berkembang secara mantap.

Hakekat [Imu Pemerintahan adalah juga sama dengan Hakekat |lmu Pengetahuan, hanya obyek formanya
yang membedakan. Secara universal e emen-elemen yang membentuk Ilmu Pengetahuan juga berlaku sama
untuk elemen-elemen yang membentuk |Imu Pemerintahan. Keberadaan |1mu Pemerintahan harus dapat
dilihat dengan standard prosedur yang sama dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Il'mu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan memiliki struktur dan prosedur yang sama. Arti struktur ialah
kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematik, sedangkan prosedur disebut juga dengan metode
ilmiah merupakan suatu rangkaian langkah yang tertib dan berlaku untuk setiap ilmu agar supayailmu
pengetahuan itu berjalan dengan langkah yang benar dan teratur.

Melihat sgjarah Y unani kuno untuk membahas hubungan antara Filsafat Politik dan Ilmu Pemerintahan. Hal
ini sangat panting guna memperoleh silsilah antarailmu induk dan ilmu cabang. Melalui tokoh Filsafat
Politik Plato dapat dipelgari bagaimana awal mulaterjadinya pemikiran tentang apa yang disebut " politik"
dan hubungannya dengan [Imu Pemerintahan.
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Salah satu pendapat yang dapat disetujui oleh berbagai ahli bahwa lapangan penyelidikan I1mu
Pemerintahan adalah menyangkut tanggung jawab dan peranan yang menuntut adanya keterlibatan
yangsangat besar dari pemerintah untuk dapat meningkatkan kemakmuran rakyat banyak. Menurut pendapat
dari Soltau dan Gilchrist, ruang lingkup Ilmu Pemerintahan melipuiti,

1. Pemerintahan menurut keadaannya sekarang

2. Pemerintahan sebagaimanayang lalu

3. Pemerintahan sebagaimana harusnya

Selain pendapat tersebut di atas ruang lingkup Imu Pemerintahan menyangkut juga pembuatan dan
pelaksanaan dari keputusan politik menjadi kebajikan pemerintah. Pendapat aristoteles yang dikutip dari
Prof. Dr.A. Hoogerwerf menyebutkan lingkup pemerintahan adalah mempelaari bentuk-bentuk
pemerintahan.

Ilmu al pha dan beta mempunyai kekhususan sendiri mengingat gejala yang ditangkap jugatidak sama. limu
Pemerintahan digolongkan sebagai ilmu alpha. Ilmu aphayaitu ilmu-ilmu budaya, artinya kejadikan
sebagai obyek yang dipelgari adalah "peristiwa berulang-ulang” dan sebagal akibat dari keberulangan itu
dapat dijabarkan hukum-hukum ilmu pasti. Obyek yang berbeda akan membedakan pula metode yang akan
dipergunakan. Ada empat metode yang sering dipaka pada obyek IImu Pemerintahan

1. Metode Filosofis

2. Metode Historis

3. Metode Eksperimen

4. Metode Deskriptif

[Imu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempunyai tujuan tertentu memerlukan kurikulum sebagai alat dalam
kegiatan proses belgjar mengajar. Pada sub bab ini juga dikemukakan beberapa contoh kurikulum llmu
Pemerintahan yang digarkan pada beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia.

Penulis mengutip beberapa definisi tentang |lmu Pemerintahan dari sejumlah ahli 1imu Politik dan
Pemerintahan, sehingga dapat di peroleh gambar bahwa ada sejumlah persamaan dasar, yaitu

1. Jalannya Pemerintahan

2. Mengatur ketentraman dan ketertiban masyarakat

3. Mewujudkan kemakmuran rakyat

Politik, Pemerintahan dan K ekuasaan adalah 3 aspek yang berakar pada substansi kekuasaan. K ekuasaan
sebagia substans dari Politik dan Pemerintahan dapat diartikan sebagai kekuasaan itu sendiri adalah abstrak
letapi perwujudannya dapat kita lihat dan rasakan sebagaimana diartikan adanya "kemampuan pelaku untuk
mempengaruhi tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai
kekuasaan.



